
 
 

 

 

 
WALIKOTA MAGELANG  

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR  11   TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  

NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
WALIKOTA MAGELANG,  

Menimbang  : a. bahwa dengan telah dibatalkannya Pasal 50 ayat (3) 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional oleh Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan 

Pendidikan perlu diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan 
Jawa Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 



 
 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 



 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambhan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Daerah  Kota Magelang Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang  ( 

Lembaran Daerah Kota  Magelang Tahun  2008 Nomor 
2 ); 

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Magelang Tahun 2008 Nomor 4 ); 

20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah  Kota  Magelang Tahun 2009 
Nomor 3); 

21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4); 

 
 
 
 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama  

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  

dan  

WALIKOTA MAGELANG  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 

TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN.  

 
 



 
 

Pasal I 
 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan angka 2 diubah, dan angka 27 Pasal 1 dihapus, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.  

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  
3. Daerah adalah Kota Magelang.  

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

5. Walikota adalah Walikota Magelang.  
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pendidikan. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan 

Pendidikan. 
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang membidangi 

urusan Pendidikan. 
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap 

warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

10. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Magelang. 

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. 

12. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan 
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program 

pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses 
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasional. 

13. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara 

pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar 
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. 
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  
 

 



 
 

15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan 

pendidikan.  
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor,  pamong belajar, widya iswara, tutor, 
instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 
kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan.  
17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan. 
18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

19. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 

kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada 
setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah ,masyarakat 

atau Lembaga Pendidikan Asing. 
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstrukur dan 

berjenjang yang terdiri  atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. 
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat  dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  
23. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara 

asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta 
didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang 
berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah 

Republik Indonesia.  
24. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri 

atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan 
pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu 
dan taraf kehidupannya. 

25. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan 
nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan 
untuk masyarakat. 

26. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang 

diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan 
dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif 
daerah. 

27. Dihapus. 
28. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 
29. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, 

dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, 
dan untuk masyarakat. 

30. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan. 

 

 
 



 
 

31. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 
untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut.  

32. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan 
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

33. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan 
kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 
dengan 6 (enam) tahun. 

34. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 
formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar 
dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta 
menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan 

pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 

35. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

36. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 

kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 
37. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat 

atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD 
atau MI. 

38. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah 

salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 

kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai 
lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan 
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

39. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur 
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, 
berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah 

Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk 
lain yang sederajat. 

40. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara 

SMP atau MTs. 
 
 

 
 



 
 

41. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama 

yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan 
agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan 

dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 
hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 

42. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, 

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan 
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang 

sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara SMP atau MTs. 

43. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan 

kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai 
lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau 

lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau 
MTs. 

44. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP 

adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

45. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai 

kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus 
dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. 

46. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan 

pendidikan tertentu.  
47. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

48. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang 
memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat 

nonkomersial. 
49. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam 

satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

50. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus 
diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 

52. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh 
masyarakat yang peduli pendidikan. 

53. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
54. Warga Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di 

Kota Magelang. 

55. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non 
pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang 

pendidikan. 
56. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur minimal 

kinerja sistem     pendidikan yang mencakup masukan, proses, 

hasil, keluaran, dan manfaat       pendidikan.  
 



 
 

57. Sarana pendidikan adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat 
dipindah-pindah.  

58. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar untuk menjalankan 
fungsi satuan pendidikan.  

 

2. Ketentuan Pasal 28 dihapus. 

3. Ketentuan Pasal 32 dihapus. 

4.   Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) 
dihapus dan ayat (6) diubah,  sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 33 

(1) Dihapus. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus 

(6) Pemerintah Daerah dapat membantu dan memfasilitasi 
satuan pendidikan kerja sama pada jenjang pendidikan dasar 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6.    Ketentuan Pasal 34 dihapus. 

7.   Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 
berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 35 

(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah oleh 
masyarakat yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional 
melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan 

penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang bertaraf 

internasional dengan persyaratan harus memenuhi: 

a.  SNP sejak sekolah berdiri; dan 

b.  pedoman penjaminan mutu sekolah bertaraf internasional 
yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

6. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi 
sebagai berikut:  

 
Pasal 36 

(1) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan 

khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal 
bertaraf internasional. 

(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dan satuan atau 
program pendidikan nonformal bertaraf internasional 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 



 
 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Magelang. 

 
 
Ditetapkan di Magelang 

pada tanggal   31 Desember 2015 
 

Pj. WALIKOTA MAGELANG, 
 
 

            ttd 
 

 
RUDY APRIYANTONO 

Diundangkan di Magelang 

pada  tanggal      31 Desember 2015 
 
 

  SEKRETARIS DAERAH  
              KOTA MAGELANG, 

 
                         ttd 

 

                  SUGIHARTO 
 
 

                          

LEMBARAN  DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN  2015  NOMOR 11 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA 

TENGAH : ( 11 /2015) 
 
 



 
 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 
NOMOR  10  TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  

NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 
 

 
I. UMUM 

 
Dengan telah ditetapkannnya Undang-Undang tentan  Sistem 
Pendidikan Nasional, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 
kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 

tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. 
Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah, menghasilkan 
lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi 
lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu 

sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co 
Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. 

Adapun kaitannya dengan keberadaan dengan Perda Kota Magelang, 
maka bab dalam Perda tersebut secara otomatis tidak memiliki 
kekuatan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar/payung hukum 

dalam penyelenggaraan RSBI/SBI di Kota tersebut. Oleh karena 
putusan MK merupakan produk hukum yang baru dan memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat, maka rasio legisnya atau dengan 
sendirinya regulasi terkait RSBI/SBI seperti Pasal 61 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang 

Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi tidak berlaku sehingga 
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah dan disesuaikan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL : 

Pasal I 

Angka 1 

Cukup Jelas 

Angka 2 

Cukup Jelas 



 
 

Angka 3 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

Cukup Jelas 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan kerja sama 

adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola 

atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang 

terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan 

Indonesia pada jalur formal atau nonformal yang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

Angka 4 

Cukup Jelas 

Angka 5 

Cukup Jelas 

Angka 6 

Cukup Jelas 

Angka 7 

Cukup Jelas 

Pasal II 
Cukup jelas 
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